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BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR :  115                           2019                                    SERI : E           

 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
       NOMOR 115 TAHUN 2019......... 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN  

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BEKASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan  
penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka 
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang 
perlu untuk diubah;   

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, KoIusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150);  

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); 

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D); 

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 
2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 
2019 Nomor 2 Seri D); 
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13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2017 
Nomor 16 Seri E; 

14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2019 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok 
dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7 
Seri D. 
 

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Peraturan  Wali Kota 

Bekasi yang mengatur tentang LHKPN, TPTGR dan BMD, 

Nomor 800/3441/BKPPD.PKA tanggal 20 Mei 2019. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 35 TAHUN 2017 

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Wali Kota Bekasi  Nomor 35 Tahun 2017 
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 35 Seri 
E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 6 
 

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang 
tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 
Pasal 4 diberikan sanksi disiplin ringan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

(2) Sebelum penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) 
terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut: 
a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan 

masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;  
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b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka 
kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  
dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah sesuai 
dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 

(4) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi 
ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat Majelis Kode Etik yang 
dibentuk oleh Wali Kota. 

Pasal II 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 

 Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 05 Nopember 201912 
brri 2015 
WALI KOTA BEKASI, 

 
         Ttd/Cap 

 
RAHMAT EFFENDI 

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal  05 Nopember 201912 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,  
 
                      Ttd/Cap 
 
 
 
 
 

             RENY HENDRAWATI 
 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI  TAHUN  2019 NOMOR  115   SERI E     


